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Skripsi ini mengkaji tentang upaya Aparatur Sipil Negara (dalam hal ini
Anggota Polri pada Polda Aceh) untuk meminimalisir angka perceraian melalui
kegiatan bimbingan dalam bentuk Sidang Pra Nikah, hal ini penting untuk dikaji
karena, sebagaimana telah diketahui bahwa perceraian merupakan perbuatan
yang dibenci oleh Allah Swt. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui efektivitas
pelaksanaan sidang Pra Nikah bagi anggota Polri dalam menimalisir perceraiaan
dan faktor yang mempengaruhi pelaksanaannya, serta mengetahui tinjauan
hukum Islam tentang pelaksanaan sidang pra nikah anggota Polri. Penelitian ini
bersifat deskriptif dengan teknik pengumpulan data mengunakan studi pustaka
dan wawancara serta teknik analisis data menggunakan metode analisis
deskriptif dan kuantitatif. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa
efektifitas sidang pra nikah anggota Polri dalam meminimalisir perceraian
belum cukup efektif hasil ini didapat dari perbandingan grafik angka perceraian
di 23 Kabupaten/Kota se-Provinsi Aceh dengan Perceraian yang terjadi di Polda
Aceh dengan menggunakan teori analisis Statistika deskriptif. Faktor yang
memperngaruhi efektifitas sidang pra nikah ini dibagi menjadi 2 (dua) yaitu
faktor eksternal yang diakibatkan oleh faktor orang ketiga dan perkerjaan dan
faktor internal yang diakibatkan oleh faktor ekonomi dan ketidakcocokan
dengan pasangan. Sedangkan sidang pra nikah menurut tinjauan hukum Islam
boleh diadakan jika dilihat dari sudut pandang Istislahi atau al-mashalat al
mu 'tabarat, dikarenakan sidang pra nikah ini juga memberikan pandangan dan
gambaran dalam mempersiapkan serta menjalankan tugas sebagai anggota
keluarga baik sebagai suami, istri maupun sebagai orang tua.
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TRANSLITERASI

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan
Kebudayaan Nomor: 158 Tahun 1987 — Nomor: 0543 b/u/1987.

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab
dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagai dilambangkan
dengan huruf dan sebagai dilambangkan dengan tanda, dab sebagian lagi dengan
huruf dan tanda sekaligus. Di bawah ini diatur ini daftar huruf Arab itu dan
transliterasinya dengan huruf Latin.

Arab | Nama Hur.u f Ket. Arab | Nama Hur.u f Ket.
Latin Latin
Tidak Tidak t (dengan
' Alif dilamban | dilambangk L ta’ t titik di
gkan an bawah)
z (dengan
o Ba’ b be L za z titik di
bawah)
Koma
o Ta& t te ¢ ‘ain ¢ terbalik (di
atas)
& Sa’ 5 s (dengan ¢ Gain g ge
titik di atas)
a Jim ] je < F& f ef
h (dengan
c H&’ h titik di S Qaf q ki
bawah)
e Kha’ kh ka dan ha 4 Kaf k ka
Dal d de J Lam 1 el
. . . zet (dengan .
] Zai ? titik(di a%as) | Mim n em
B R& r er o Nuan n en
5 Zai z zet g) Wau w we
o Sin ] es » H& h Ha
o Syin sy es dan ye s Hahmza ’ apostrof
es (dengan
o Sad s titik di ¢ Y& y ye
bawah)
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de (dengan
titik di
bawah)

o Dad d

2. Vokal
Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal
tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.
a. Vokal Tunggal
Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat,
transliterasinya sebagai berikut:

Tanda Nama Huruf Latin
_ Fathah a
— Kasrah 1
A
_ Dammah u

b. Vokal Rangkap
Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara
harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf Nama Gabungan Huruf
¢ — Fathah dan ya ai
9 — Fathah dan wau au
Contoh:
&S kaifa Jed thaula
3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf,
transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf Nama Huruf dan Tanda

< Z Fathah dan alif atau ya a

3
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g Kasrah dan ya r
P Dammah dan wau i
Contoh:
J& : gala &*) i ramad
e :qila Jsds @ yagiilu

4. Ta Marbutah (3)

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua.

a. Ta marbutah (3) hidup
Ta marbutah (3) yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah dan
dammabh, transliterasinya adalah t.

b. Ta marbutah (8) mati
Ta marbutah (}) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya
adalah h.

c. Kalau pada suatu kata yang akhir huruf ta marbutah ( 3) diikuti oleh kata
yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah
maka ta marbutah (3) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

Jubyi i) : raudah al-atfal/raudatul atfal
3eal ! il : al-Madinah al-Munawwarah/
o)}i A*ML al-Madinatul Munawwarah

il : Talhah
Catatan
Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa
transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya
ditulis sesuai kaidah penerjemahan, contoh: Hamad Ibn Sulaiman.

2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti
Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrut; dan sebagainya.

3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus Bahasa Indonesia
tidak ditransliterasikan. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf
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BAB SATU
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Skripsi ini mengkaji tentang upaya Aparatur Sipil Negara (dalam hal ini
Anggota Polri pada Polda Aceh) untuk meminimalisir angka perceraian melalui
kegiatan bimbingan dalam bentuk Sidang Pra Nikah. Hal ini penting untuk

dikaji karena, sebagaimana telah diketahui bahwa perceraian merupakan
perbuatan yang dibenci oleh Allah Swt.! Dalam konsep fikih, perceraian adalah

salah satu perbuatan yang dilarang untuk dilakukan terlebih tanpa sebab
apapun.” Artinya, walaupun suami memiliki hak penuh untuk melakukan talak’
namun suami tidak diizinkan melakukannya tanpa alasan yang bisa
dipertanggungjawabkan. Di Indonesia, terdapat hukum perkawinan® yang
menjelaskan bahwa untuk melakukan perceraian harus memiliki cukup alasan
bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami istri.” Hal ini
mengindikasikan bahwa, suami istri tidak bisa bercerai ketika rumah tangga

dalam keadaan aman, tentram dan damai. Dan setiap pelaksanaan perceraian

" Tbnu Hajar Al-Asqalani, Bulughul Maram, (Terj. Khalifaturrahman dkk), (Jakarta:
Gema Insani, 2013), him. 470.

2 Muhammad bin Abdurrahman ad-Dimasyqi, Figih Empat Mazhab, (Terj. Abdullah
Zaki Alkaf), (Bandung: Hasyimi, 2013), hlm. 344. Mazhab Jumhur (Maliki, Syafii dan Hambali)
sepakat bahwa dimakruhkan melakukan perceraian baik itu talak, khuluk, fasakh maupun bentuk
lainnya ketika hubungan pergaulan suami istri dalam keadaan rukun, damai, dan tenteram.
Bahkan Mazhab Hanafi mengaharamkannya.

3 Menurut pengertian bahasa, talak itu artinya pudarnya ikatan. Diambil dari kata al-
Itlag atau al-Irsal atau at-Tarku yang berarti menguraikan, melepaskan dan membiarkan.
Fulanun Tallaga al-Yadain yang berarti si fulan melepaskan sepasang tangannya. Dengan kata
lain si fulan itu orang yang sangat dermawan. Adapun menurut pengertian syariat, talak ialah
lepasnya ikatan tali pernikahan. Imam al-Haramain berkata, talak adalah istilah jahiliyah yang
kemudian diakui dan diberlakukan oleh Islam. Lihat, Abdul Rahman Ghozali, Figh Munakahat,
(Jakarta: Kencana, 2012), hlm. 191.

4 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

* Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 39 ayat 2.
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hanya bisa terjadi ketika di pengadilan saja, baik putusnya perkawinan
itu disebabkan kematian, perceraian dan atas keputusan pengadilan.®

Dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, menyebutkan
bahwa, perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang
wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah
tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa.’

Di sisi yang lain, walaupun sudah jelas keterangan yang ada dalam
Alquran, hadis, perkataan ulama, serta undang-undang di Indonesia yang relatif
mempersulit perceraian sebagaimana diuraikan di atas, namun angka perceraian
yang ada di Indonesia masih tetap tinggi.®

Di Banda Aceh, Ketua Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh Dr.H.M.Jamil
Ibrahim, SH.M.H, melalui wawancaranya dengan republika mengatakan bahwa
kasus perceraian yang berkekuatan hukum tetap dan putusannya di wilayah
hukum Peradilan Mahkamah Syar’iyah di 23 Kabupaten/Kota se-Provinsi Aceh
tersebut terdiri dari cerai talak dan gugat, pada tahun 2017 perkara cerai talak
mencapai 1.331 (seribu tiga ratus tiga puluh satu) kasus dan cerai gugat 3.586
(tiga ribu lima ratus delapan puluh enam), pada tahun 2018 perkara cerai talak

mencapai 1.562 (seribu lima ratus enam puluh dua) kasus dan cerai gugat

6 Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan,
dalam Pasal 38.

7 Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan,
Pasal 1.

¥ Dari beberapa hasil penelusuran penulis, berdasarkan data yang dikutip detikcom dari
website Mahkamah Agung (MA), Rabu (3/4/2019), sebanyak sebanyak 419.268 pasangan
bercerai sepanjang 2018. Dari jumlah itu, inisiatif perceraian paling banyak dari pihak
perempuan yaitu 307.778 perempuan. Sedangkan dari pihak laki-laki sebanyak 111.490 orang.
Jumlah di atas merupakan perceraian yang dilakukan atas dasar pernikahan pasangan muslim.
Belum termasuk pasangan nonmuslim, yang melakukan perceraian di pengadilan umum. Di
akses melalui situs: https:/news.detik.com/berita/d-4495627/hampir-setengah-juta-orang-
bercerai-di-indonesia-sepanjang-2018. Pada tanggal 1 Januari 2020.

Lihat juga pada website: https://kumparan.com/kumparannews/menteri-agama-angka-

perceraian-di-indonesia-meningkat-1544179658506355359. Diakses pada tanggal 1 Januari
2020.




mencapai 4000 (empat ribu) kasus’, dan pada tahun 2019 perkara cerai talak
mencapai 1.724 (seribu tujuh ratus dua puluh empat) kasus dan cerai gugat
mencapai 4.976 (empat ribu Sembilan ratus tujuh puluh enam) kasus'®.

Ada beberapa faktor penyebab terjadinya perceraian di Aceh, di
antaranya; 1) perselisthan dan pertengkaran yang berkelanjutan serta
meninggalkan salah satu pihak tanpa ada kabar, 2) faktor ekonomi, 3) kekerasan
dalam rumah tangga (KDRT), 4) dihukum penjara, 5) terlibat kasus narkoba, 6)
poligami, 7) terlibat judi, dan sebagainya. Dan perceraian paling tinggi itu ada
tiga faktor yaitu perselisthan dan pertengkaran dalam rumah tangga,
meniggalkan salah satu pihak dan poligami.

Data yang telah disebutkan di atas menunjukkan bahwa angka perceraian
yang terjadi di Indonesia masih tergolong tinggi, sehingga memerlukan upaya-
upaya yang sistematis dan komprehensif untuk menanggulanginya. Lalu apa
cara tepat yang bisa dilakukan untuk meminimalisir tingginya angka perceraian,
apakah sudah ada badan tertentu yang dibentuk oleh pemerintah Indonesia.

Menjawab persoalan di atas, ada beberapa badan pelatihan yang dibentuk
oleh pemerintah yang bertujuan agar perkawinan sebagai upaya membangun
keluarga bahagia dapat terwujud, seperti Badan Penasihatan Pembinaan dan
Pelestarian Perkawinan (BP4)'' yang menurut Arso Sasroatmojo dan A. Wasoit
Aulawi bahwa BP4 akan sangat berjasa apabila setiap warga negara setidak-
tidaknya yang berkepentingan menikah mengerti isi pokok dari Undang-Undang

. 12
Perkawinan serta peraturan pelaksanaannya.

’ Di akses melalui situs: https://www.republika.co.id/berita/nasional/daerah/19/01/31/
pm6rxt428-kasus-perceraian-meningkat-1311-persen-di-aceh. Pada tanggal 1 Januari 2020.

'Di akseses melalui situs: http://www.
moeslimchoice.com/read/2020/01/25/32085/angka-perceraian-di-aceh-meningkat-paling-
banyak-cerai-gugat. Pada Tanggal 22 februari 2020.

" Harun Nasution, Badan Penasehatan Perkawinan Perselisihan dan Perceraian,
Ensiklopedia Islam, jilid 1, (Jakarta: Depag RI, 1993), him. 212.

'2 Asro Sasroatmojo dan A. Wasit Aulawi, Hukum Perkawinan di Indonesia, (Jakarta:
Bulan Bintang, 1975), him. 44.




Upaya selanjutnya demi mencegah tingginya angka perceraian dapat
dilihat pada tahapan pelaksanaan pernikahan yang mesti dilakukan oleh setiap
angggota Polri sebelum menikah.

Upaya yang dimaksud yaitu pelaksanaan sidang Pra Nikah oleh pihak
kepolisian. Secara sederhana dapat dipahami bahwa tata cara upacara sidang Pra
Nikah dilaksanakan oleh Kepala Bagian Sumber Daya (Kabag Sumda) yang
akan diadakan jika sudah ada beberapa pasangan yang mendaftar, namun jika
hanya terdapat satu atau dua pasangan saja maka sidang Pra Nikah tidak
dilaksanakan. Alasannya karena mempersiapkan sidang Pra Nikah untuk satu
pasangan dan lima pasangan sama sulitnya, sehingga pihak pelaksana (Kabag
Sumda) lebih memilih untuk menuggu sampai ada pasangan lain yang akan
mendaftar."

Terlepas dari mekanisme di atas, signifikansi penelitian ini bukan
terletak pada tata cara pelaksanaan sidang Pra Nikah dengan berbagai syarat
yang harus dipenuhi tersebut. Namun lebih dari itu, kajian ini akan melihat apa
pengaruh pelaksanaan sidang Pra Nikah anggota Polri terhadap tingginya angka
perceraian di Indonesia khususnya di Aceh.'* Apakah dengan pelaksanaan
Sidang Pra Nikah oleh Anggota Polri dapat mengurangi tingginya angka
perceraian? inilah yang akan dikaji dalam penelitian ini.

Dari uraian permasalahan di atas, penulis tertarik untuk meneliti lebih

lanjut dan menuangkannya dalam karya ilmiah berbentuk skripsi dengan judul

> Nurbayani, Urgensi Sidang Pra Nikah Bagi Anggota Polri Ditinjau Menurut
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan KHI: Studi Kasus di
POLRESTA Banda Aceh, (Skripsi dipublikasi), Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry,
2018, hlm. 6.

'* Penelusuran penulis, mendapatkan sebuah Yurisprudensi tentang Kekerasan Dalam
Rumah Tangga yang dilakukan oleh anggota Polri di Aceh menjadi acuan pendahuluan dalam
peneltiian ini untuk menemukan sebuah asumsi dasar, bahwa terjadi anomali antara tujuan
pelaksanaan Sidang Pra Nikah dengan realita yang terjadi di lingkungan polri. Lihat Putusan
Nomor 99/Pid.Sus/2018/PN Bna.



“Efektivitas Sidang Pra Nikah Anggota Polri dalam Meminimalisir Perceraian
(Studi Kasus di Polda Aceh).”
B. Rumusan Masalah
Berdasarkan paparan latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan
pertanyaan penelitian yang menjadi poin penting dalam pembahasan karya tulis
ilmiah ini.
1. Bagaimana efektivitas pelaksanaan sidang Pra Nikah bagi anggota polri
di Polda Aceh dalam menimalisir perceraiaan?
2. Apakah faktor yang mempengaruhi pelaksanaan sidang Pra Nikah bagi
anggota polri di Polda Aceh dalam meminimalisir perceraian?
3. Bagaimana tinjauan hukum Islam tentang pelaksanaan sidang Pra Nikah

anggota polri?

C. Tujuan Penelitian
Tujuan  penelitian merupakan target yang hendak dicapai melalui
serangkaian aktifitas penelitian, karena setiap penelitian pasti mempunyai tujuan
tertentu yang sesuai dengan permasalahannya, begitu pula penelitian ini. Rincian
tujuan penelitian ini yaitu:
1. Untuk mengetahui efektivitas pelaksanaan sidang Pra Nikah bagi
anggota polri di Polda Aceh dalam menimalisir perceraiaan.
2. Untuk mengetahui faktor yang mempengaruhi pelaksanaan sidang Pra
Nikah bagi anggota polri di Polda Aceh dalam meminimalisir perceraian.
3. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam tentang pelaksanaan sidang Pra

Nikah anggota polri.



D. Kajian Pustaka

Kajian pustaka merupakan gambaran untuk mendapatkan data tentang
topik yang akan diteliti dengan mengkaji penelitian sejenis yang pernah
dilakukan oleh peneliti sebelumnya sehingga diharapkan tidak ada pengulangan
materi penelitian. Kajian pustaka ini bertujuan untuk menguatkan bahwa materi
yang penulis teliti, belum pernah diteliti atau dikaji oleh penulis lainnnya.
Namun setelah penulis melakukan studi karya ilmiah lainnya, ditemukan
beberapa karya setingkat skripsi dari beberapa penulis yang membahas topik
yang sama, di antaranya sebagai berikut.

Fathi Mubarok, skripsi dengan judul “Analisisi Hukum Islam Terhadap
Izin  Perkawinan Terhadap Anggota Kowad (Studi Kasus Di Kodam
IV/Diponegoro)."” Dari hasil penelitian yang telah dilakukan dapat disimpulkan
bahwa dari diperlakukannya pelaksanaan izin Perkawinan bagi anggota Kowad
Kodam IV/Diponegoro ternyata membawa dampak positif di mana para prajurit
dapat lebih selektif dalam menentukan pasangan hidupnya sehingga diharapkan
kehidupan rumah tangga yang harmonis bisa terwujud dan dapat menjalankan
tugas Negara tanpa di bebani problem rumah tangga.

Ana Nur Wiyanti, skripsi dengan judul “Proses Pelaksanaan
Perkawinan Anggota Polri: Permasalahan dan Solusinya (Studi Kasus Wilayah
Polresta Yogyakarta).'® Dari hasil penelitian yang telah dilakukan dapat
disimpulkan bahwa proses perkawinan bagi anggota polri dengan masyarakat
umum tidak sepenuh berbeda. Bagian anggota polri yang akan melangsungkan
perkawinan harus mendapat izin dalam proses perkawinan, hal tersebut

dilakukan supaya tidak melanggar hukum yang dianut oleh kedua belah pihak.

">Fathi Mubarok, Analisis Hukum Islam Terhadap Izin Perkawinan Terhadap Anggota
Kowad (Studi Kasus Di Kodam IV/Diponegoro) , (skripsi dipublikasi), Fakultas Syari’ah,
Institiut Agama Islam Negeri WaliSongo, Semarang, 2009.

'Ana Nur Wiyanti, Proses Pelaksanaan Perkawinan Anggota Polri: Permasalhan Dan
Solusinya (Studi Kasus Wilayah Polresta Yogyajarta), (skripsi dipublikasi), Fakultas Keguruan
dan IImu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah, Surakarta, 2012.



Nailin Nadziroh, tahun 2010, skripsi dengan judul, Tinjauan Hukum
IslamTerhadap Sidang Pra Nikah Bagi Anggota Polri (Studi Kasus di
Pembinaan Kesejahteraan Binjah, Polda DIY)."" Dari hasil penelitian yang
telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa sidang pra nikah bagi anggota polri
sangat dianjurkan dilaksanakan, hal ini dibuktikan dengan adanya anjuran
supaya aturan mengenai sidang pra nikah bagi anggota polri dimasukkan pula di
dalam Kompilasi Hukum Islam. Ditinjau dari aturan-aturan yang diberlakukan
kepada anggota polri, justru sidang pra nikah banyak mengandung unsur
maslahah.

Anev Kurniawan, tahun 2017, skripsi dengan judul, Tinjauan Hukum
Islam Terhadap Sidang Pra Nikah Anggota Brimob dalam Meminimalisir
Perceraian (Studi di Satuan Brimob Polda Lampung). '® Dari hasil penelitian
yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa proses sidang pra nikah di
kesatuan brimob polda lampung, telah berjalan dengan baik dengan beberapa
proses yang berkelanjutan dalam membina anggota brimob polda lampung
dalam meminimalisir perceraian, meskipun memerlukan waktu yang sangat
lama hingga enam bulan lamanya.

Mahmuzun, skripsi dengan judul, Pola Pembinaan Pra Pernikahan
dalam Penurunan Angka Perceraian (Di KUA Kecamatan Kandangan
Kabupaten Temanggung),” dari hasil penelitian yang dilakukan dapat

disimpulkan bahwa pembinaan tersebut kurang berhasil didalam kehidupan

"Nailin Nadziroh, Tinjauan Hukum IslamTerhadap Sidang Pra Nikah Bagi Anggota
Polri (Studi Kasus di Pembinaan Kesejaheraab Binjah, Polda DIY), (skripsi dipublikasi),
Fakultas Syari’ah, Universitas Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2009.

'8 Kurniawan, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sidang Pra Nikah Anggota Brimob
Dalam Meminimalisir Perceraian (Studi di Satuan Brimob Polda Lampung), (Tesis dipublikasi),
Pasca Sarjana, Universitas Negeri Raden Intan, Lampung, 2017.

® Mahmuzun, Pola Pembinaan Pra Nikah Dalam Penurunan Angka Perceraian (Di
KUA Kecamatan Kandangan Kabupaten Temanggung), (Skripsi dipublikasi), Fakultas Syari’ah,
Institut Agama Islam Negeri Salatiga, Temanggung, 2014.



masyarakat karena KUA hanya bersifat pasif, sehingga peneliti menyimpulkan
pembinaan yang dilakukan KUA kurang begitu efektif.

Skripsi Nurbayani pada tahun 2018, dengan judul, Urgensi Sidang Pra
Nikah Bagi Anggota Polri Ditinjau Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun
1974 tentang Perkawinan dan KHI (Studi Kasus di POLRESTA Banda Aceh).20
Hasil dari penelitian ini mengungkapkan vagwa sidang Pra Nikah yang
dilakukan anggota Polri sudah menjadi tradisi pokok dalam perkawinan mereka
dengan melalui beberapa tahap yaitu; 1) Melapor ke KASATKER. 2)
Mengajukan surat permohonan. 3) Melengkapi persyaratan penerbita SIK. 4)
Penerbitan dan pengadaan sidang Pra Nikah. Urgensi pelaksanaan sidang Pra
Nikah untuk mendapatkan surat izin kawin dari atasannya. Karena apabila
anggota Polri yang hendak menikah tersebut tidak memiliki surat izin kawin dari
atasannya maka perkawinan Polri tidak dapat didaftarkan ke Kantor Urusan
Agama (KUA).

Skripsi Khabibur Rohman pada tahun 2019, dengan judul “Analisis
Maslahah Mursalah Terhadap Sidang Pra Nikah di Lingkungan Polri (Studi
Peraturan Republik Indonesia No. 9 Tahun 2010)”' Hasil penelitian
menunjukkan bahwa, pelaksanaan sidang Pra Nikah termasuk dalam maslahat
tingkat Tahsiniyyah.

Skripsi Siti Nadirah Binti Mohd Nazri pada tahun 2018, dengan judul

“Efektivitas Bimbingan Pra Nikah Dalam Mengatasi Peningkatan Perceraian

* Nurbayani, Urgensi Sidang Pra Nikah Bagi Anggota Polri Ditinjau Menurut
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan KHI: Studi Kasus di
POLRESTA Banda Aceh, (Skripsi dipublikasi), Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry,
2018, hlm. 6

2l Khabibur Rohman, “Analisis Maslahah Mursalah terhadap sidang pra nikah di
lingkungan Polri (Studi Peraturan Republik Indonesia No. 9 Tahun 2010), (Skripsi dipublikasi),
UIN Sunan Ampel, 2019.



(Kajian di Jabatan Hal Ehwal Agama Islam Pulau Pinang, Malaysia).”** Hasil
penelitian menunjukkan bahwa, Kursus Bimbingan Pra Nikah yang telah
dilakukan oleh Jabatan Kemajuan Islam Malaysia (JAKIM) melalui Jabatan Hal
Ehwal Agama Islam Pulau Pinang, Malaysia (JHEAIPP) tidak dapat mencapai
tujuan utama yaitu untuk mengurangi kadar perceraian namun berhasil dalam
memberikan bimbingan awal kepada masyarakat setempat khususnya di Pulau
Pinang tentang persiapan berumah Tangga.

Berdasarkan penelusuran kajian kepustakaan sebagaimana disebutkan di
atas, sangat berbeda variabelnya dengan tulisan ini karena lebih menitikberatkan
tentang bidang “Efektivitas Sidang Pra Nikah Anggota Polri dalam

Meminimalisir Perceraian (Studi Kasus di Polda Aceh).”

E. Penjelasan Istilah

Untuk menghindari kekeliruan pembaca dalam memahami tulisan ini,
maka perlu dijelaskan istilah-istilah yang terdapat di dalamnya.
1. Efektivitas

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia efektivitas sama dengan kata
kefektifan yang berarti keadaan berpengaruh, hal berkesan, kemanjuran,
kemujaraban, dan hal mulai berlakukan undang-undang atau peraturan.*
2. Sidang

Dalam kamus besar indonesia sidang adalah pertemuan untuk

membicarakan sesuatu yang dihadiri oleh semua anggota.”* Sedangkan dalam

22 Siti Nadirah Binti Mohd Nazri, Efektivitas Bimbingan Pra Nikah Dalam Mengatasi
Peningkatan Perceraian (Kajian di Jabatan Hal Ehwal Agama Islam Pulau Pinang, Malaysia).
(Skripsi Dipublikasi), tahun 2018.

» Departemen pendidikan nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa,
Edisi Keempat, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008), hlm. 374.

** Ibid., hlm. 1061.
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kamus hukum, sidang mempunyai arti proses memeriksa dan mengadili perkara
baik perkara pidana maupun perkara perdata.”
3. Pra Nikah

Pra Nikah terdiri dari dua kalimat, para dan nikah. Pra adalah bentuk
terikat sebelum kalimat di depan®®. Sedangkan Nikah menurut kamus besar
bahasa indonesia nikah mempunyai arti perkawinan yang dilakukan sesuai
dengan ketetntuan hukum dan agama.”’

Sedangkan menurut kamus hukum nikah adalah perjanjian antara laku-
laki dan perempuan untuk bersuami istri secara sah. Menurut Imam Asy-Syafi’i
bahwa nikah diartikan akad dalam makna yang sebernanya, dan hubungan intim
dalam makna kiasan.**sedangkan untuk pengertian pra nikah yaitu merujuk pada
sebelum terjadinya akad nikah
4. Perceraian

Menurut kamus hukum, cerai menurut bahasa adalah pisah, putusnya
hubungan suami istri.”

5. Meminimalisir

Menurut kamus besar bahasa indonesia meminimalisir berasal dari kata
minimal yang berarti sedikit-dikitnya, sekurang-kurangnya. Atau peminimalan
yaitu perbuatan meminimalkan yang berkaitan dengan penggunaan unsur-unsur

yang sederhana dan terbatas untuk mendapatkan efek atau kesan yang terbaik.*

> S udarso, Kamus Hukum (Jakarta: PT Rinneka Cipta, 1999), him. 442.

26 Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Cet 11 edisi IV,
(Jakarta: Garamedia Pustaka Utama, 2011), hlm 1097.

2 Departemen pendidikan nasional, Kamus Besar, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama,
2002), hlm.782.

% Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, Figih
Munakahar:Khitbah, Nikah, dan Talak (Jakarta: Amzah, 2011), hlm 38.

% Sudarso, Kamus Hukum..., hlm 76.

*'Departemen pendidikan nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa,
Edisi Keempat, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008), hlm. 958.
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F. Metode Penelitian
1. Jenis Penelitian

Setiap penulisan karya ilmiah, menggunakan sebuah metode dalam
pengumpulan data sangatlah menentukan untuk tercapainya suatu tujuan dengan
cara efektif, karena metode-metode yang digunakan akan mempengaruhi mutu
dan kualitas tulisan. Metode penelitian adalah suatu cara atau metode yang
digunakan dalam mengumpulkan data penelitian dan dibandingkan dengan
standar ukuran yang ditentukan.’’

Pendekatan penelitian adalah metode atau cara pandang seseorang dalam
meninjau dan menghampiri persoalan penelitian sesuai dengan disiplin ilmu
yang dimiliki. Oleh karena itu penelitian ini bersifat deskriptif yaitu penelitian
yang bertujuan menggambarkan secara tepat sifat-sifat individu, keadaan, gejala
atau kelompok tertentu, atau untuk menentukan penyebaran suatu gejala, atau
untuk menetukan ada tidaknya hubungan antara suatu gejala dengan gejala yang
lain dalam masyarakat.>®

Dalam hal penelitian ini, lebih berfokus pada efektivitas sidang pra nikah
polri dalam meminimalisir perceraian yang dijadikan penentuan sampel dengan
pertimbangan tertentu.

2. Sumber Data

Sumber data penelitian adalah rujukan dimana peneliti memperoleh data,
misalnya dokumen dan narasumber. Dalam hal ini sumber data primer dalam
penelitian ini diambil di Polda Aceh sebagai lokasi penelitian, dan dari beberapa
literatur kepustakaan yang diperoleh dari beberapa buku yang dijadikan rujukan

primer dan sekunder penelitian ini.

3!'Suhaimi Arukunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek (Jakarta: Rineka
Cipta, 2002), hlm. 126-127.

32 Amiruddin & Zainal Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum (Jakarta: Rajawali
Pers, 2014), him. 25.
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3. Teknik Pengumpulan Data

Menurut Soerjono Soekanto, dalam penelitian lazimnya dikenal tiga jenis
alat pengumpulan data, yaitu studi dokumentasi atau bahan pustaka dan
wawancara atau intervie.”> Dalam hal ini penulis menggunakan beberapa teknik
pengumpulan data yaitu sebagai berikut.

a. Studi Pustaka

Suatu metode yang dilakukan untuk memperoleh sumber data sekunder,
dilakukan dengan cara membaca dan menelaah berkaitan dengan penelitian,*
dalam hal penelitian ini mencangkup, pengaruh sidang pra nikah polri dalam
meminimalisir perceraian.

b. Interview atau Wawancara

Yaitu situasi peran antar pribadi bertatap-muka, ketika seorang yakni
pewawancara mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang dirancang untuk
memperoleh jawaban-jawaban yang relevan dengan masalah penelitian kepada
seseorang responden.”Dalam hal ini sebelum penulis melakukan wawancara
dengan kepala satuan kerja (kasatker) berserta anggota pembantu yang bertugas
sebagai pemateri sidang pra nikah sebagai narasumber.

Bentuk wawancara yang di gunakan adalah wawancara semi terstruktur
(semi structured), yaitu dengan cara menyiapkan terlebih dahulu daftar
pertanyaan terbuka yang akan ditanyakan kepada narasumber dan kemudian satu
persatu pertanyaan tersebut diperdalam untuk menggali keterangan lebih lanjut
mengenai data yang diperlukan. Hasil dari Wawancara (inferview) yang

diperoleh akan digunakan sebagai data primer dalam penelitian ini.

3Ibid., hlm. 67. Dikutip dari Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum (Jakarta:
Ul-Press, 1986), hlm 21, 66, dan hlm. 201.

3*BambangWaluyo, Penelitian Hukum Dalam Praktek (Jakatra: Sinar Grafika, 2002)
,him. 14,

3Fred N. Kerlinger, Asas-Asas Penelitian Behavioral, edisi Indonesia, Cet V,
(Yogyakarta: Gajah Univesity Press, 1996), hlm. 14.
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G. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan cara mengolah data yang sudah terkumpul,
teknik analisis data menurut sugiyono adalah pengelompokan data berdasarkan
variabel yang teliti, melakukan perhitungan unutk menjawab rumusan masalah,
dan melakukan pehitungan unutk menguji hipotesis yang telah diajukan.™

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode
analisis deskriptif dan kuantitatif. Analisis kualitatif digunakan untuk mengalisis
data yang sifatnya deskriptif yaitu menggambarkan secara tepat sifat-sifat
individu, keadaan, gejala atau kelompok tertentu, atau untuk menentukan
penyebaran suatu gejala, atau untuk menetukan ada tidaknya hubungan antara
suatu gejala dengan gejala yang lain dalam masyarakat®’, sedangkan analisis

kuantitatif digunakan terhadap data yang berupa angka-angka.

H. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah dan mengarahkan serta memberi gambaran secara
umum dari skripsi, maka penulis menyusun sistematika pembahasan sebagai
berikut.

Bab Satu merupakan pendahuluan yang terdiri dari latar belakang
masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kajian pustaka, penjelasan istilah,
metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab Dua merupakan konsep umum dasar hukum, dari pernikahan, sidang
pra nikah polri dan perceraian.

Bab Tiga merupakan laporan mengenai uraian dan pembahasan yang
meliputi hasil pengumpulan data dari lokasi penelitian dalam hal ini mengenai

prosedur siding pra nikah anggota polri di polda aceh, serta analisis mengenai

36 Sugiono, Metode Penelitian, (Bandung: CV Alfabetis, 2007), hlm 206.
37 Amiruddin & Zainal Asikin, Pengantar ..., hlm. 25.
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efektivitas sidang pra nikah anggota polri dalam meminimalisir perceraian studi
kasus polda aceh.

Bab Empat merupakan bagian terakhir dari skripsi, merupakan bagian
penutup dari penelitian yang terdiri dari kesimpulan yang diambil dari
penjelasan dan uraian-uraian dari bab-bab sebelumnya serta saran-saran yang
dapat membangun dan berguna bagi para pembaca karya tulis dan bagi
kepentingan pihak terkait.



BAB DUA
TINJAUAN UMUM TENTANG SIDANG PRA NIKAH ANGGOTA
POLRI

A. Pengertian Sidang Pra Nikah

Pra Nikah terdiri dari dua kalimat, pra dan nikah. Pra adalah bentuk
terikat sebelum kalimat di depan3 ' Sedangkan Nikah menurut kamus besar
Bahasa Indonesia nikah mempunyai arti perkawinan yang dilakukan sesuai
dengan ketetntuan hukum dan agama,’® sedangkan menurut kamus hukum nikah
adalah perjanjian antara laki-laki dan perempuan untuk bersuami istri secara sah.
Menurut Imam Asy-Syafi’i bahwa nikah diartikan akad dalam makna yang
sebernanya, dan hubungan intim dalam makna kiasan.4OSedangkan untuk
pengertian pra nikah yaitu merujuk pada sebelum terjadinya akad nikah.

Menurut Azhar sidang Pra Nikah adalah suatu kegiatan yang harus
dilaksanakan dan dijalankan bagi setiap angggota polri baik laki-laki maupun
perempuan yang berkeinginan membina rumah tangga, serta suatu kegiatan
untuk melengkapi persyaratan menjadi anggota polri yang baik dalam
melaksanakan peraturan yang berlaku.*' Sedangkan menurut Nabhani sidang pra
nikah yaitu serangkaian kegiatan yang berkaitan dengan aturan dalam acara
kenegaraan atau acara resmi yang meliputi Tata Tempat, Tata Upacara, dan

Tata Penghormatan sebagai bentuk penghormatan kepada seseorang sesuai

38 Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Cet 11 edisi IV,
(Jakarta: Garamedia Pustaka Utama, 2011), him 1097.

39 Departemen pendidikan nasional, Kamus Besar, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama,
2002), hlm.782.

% Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, Figih
Munakahar:Khitbah, Nikah, dan Talak (Jakarta: Amzah, 2011), hlm 38.

*! Wawancara dengan Azhar BANUM Subbag ROHJASHOR(Rohani Jasmani dan
Kehormatan). Di POLDA ACEH pada tanggal 8 juni 2020.

15



16

dengan jabatan dan/atau kedudukannya dalam negara, pemerintahan, atau
masyarakat, serta acara yang diatur dan dilaksanakan oleh penitia dan perserta.**

Dan dapat disimpulkan bahwa sidang pra nikah adalah suatu kegiatan
yang dilakukan oleh semua anggota polri dalam menjalankan peraturan

peundang-undangan.

B. Dasar Hukum Sidang Pra Nikah

Kepolisian Negara indonesia yang selanjutnya disingkat Polri adalah alat
negara yang berperan dalam memelihara keamanan, ketertiban masyarakat,
menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan
pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam
negeri.

Dalam melaksanakan tugas pokoknya, pegawai negeri pada kepolisian
Negara Republik Indonesia dibutuhkan kehidupan keluarga yang harmonis dan
serasi agar dapat menciptakan suasana tentram dan bahagia dalam kehidupan
rumah tangga guna mendukung pelaksanaan tuganya. Untuk memberikan
kepastian hukum tentang hak dan kewajiban anggotanya dalam berumah tangga
perlu pengaturan tentang perkawinan, perceraian, dan rujuk bagi pegawai negeri
pada kepolisian Negara Republik Indonesia.

Dalam hal ini yang menjadi dasar hukum dalam sidang Pra Nikah angota
Polri yaitu:

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 9 Tahun
2010 tentang Tata Cara Pengajuan Perkawinan, Perceraian, dan Rujuk bagi

Pegawai Negeri pada Kepolisian Negara Republik indonesia, yang menjadi

> Wawancara dengan Nabhani BANUM Subbag ROHJASHOR(Rohani Jasmani dan
Kehormatan). Di POLDA ACEH pada tanggal 8 juni 2020.
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dasar hukum diselenggarakannya sidang pra nikah terdapat dalam pasal 2
sampai 4 yang menjelaskan sebagai berikut:*

Pada pasal 2 menjelaskan tentang prinsip dalam peraturan ini meliputi,
legalitas, yaitu setiap proses pengajuan perkawinan, perceraian, dan rujuk
dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan guna
menjamin hak dan kewajiban. Kemudian akuntabilitas, yaitu setiap proses
pengajuan perkawinan, perceraian, dan rujuk dilakukan secara prosedural dan
dapat dipertanggungjawabkan, selanjutnya transparansi, yaitu setiap proses
pengajuan perkawinan, perceraian, dan rujuk dilakukan secara terbuka. Dan
yang terakhir keadilan, yaitu setiap proses pengajuan perkawinan, perceraian,
dan rujuk dilakukan secara adil tanpa diskriminasi.

Pada pasal 3 menjelaskan tujuan peraturan ini, yaitu sebagai pedoman
dalam pengajuan izin kawin, cerai, dan rujuk bagi Pegawai Negeri pada Polri,
dan menjamin terwujudnya tertib administrasi perkawinan, perceraian, dan rujuk
di lingkungan Polri.

Pada pasal 4 menjelaskan tentang ruang lingkup dalam peraturan
ini,yaitu meliputi persyaratan pengajuan perkawinan, perceraian dan rujuk, serta
pejabat yang berwenang memberikan izin kawin, cerai dan rujuk dan tata cara
pengajuan izin kawin, cerai, dan rujuk.

Undang-undang ini menjadi dasar hukum utama dalam penyelenggaraan
sidang pra nikah, dalam hal ini yang menjadi rujukan terbentuknya undang-
undang ini yaitu:

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1947 Tentang Perkawinan (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara

“Peraturan Kepala Kepolisisan Negara Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2010
Tentang Tata Cara Pengajuan Perkawinan, Perceraian, Dan Rujuk bagi Pegawai Negeri pada
Kepolisian Negara Republik Indonesia. Pasal 2, 3, dan 4.
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Repulik Indonesia Nomor 3019). Dalam Undang-undang ini yang menjadi dasar
yaitu sebagai berikut:**

Pada pasal 1 menjelaskan tentang pengertian perkawinan yaitu ikatan
lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan
tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal
berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Kemudian pada pasal 2 menjelaskan
tetntang perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-
masing agama dan kepercayaannya itu, kemudian tiap-tiap perkawinan dicatat

menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sejalan dengan Undang-undang No.l tahun 1974 tentang Perkawinan,
menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) menyatakan bahwa:*

Pada pasal 2 menjelaskan tentang perkawinan menurut hukum Islam
adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau mitsaqgan mentaati perintah
Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Pada pasal 3 menjelaskan
tentang tujuan pernikahan yaitu bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah
tangga sakinah mawaddah warahmah.

Pada pasal ke 4 menjelaskan perkawinan adalah sah apabila dilakukan
menurut hukum Islam sesuai dengan pasal 2 undang-undang No. 1 tahun 1974
tentang perkawinan. Dan pada pasal 5 menjelaskan agar terjaminnyanketertiban
perkawinan bagi masyarakat Islam, setiap perkawinan harus dicatat, serta
Pencatatan perkawinan tersebut dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah
sebagaimana yang diatur dalam undang-undang No. 22 tahun 1946 jo undang-

undang No.32 tahun 1954.

Kemudian yang menjadi dasar hukum dalam sidang Pra Nikah angota

Polri yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin

4 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 1dan 2.
* Kompilasi Hukum Islam pasal 2-5.



19

Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3250). Dalam Undang-undang ini yang menjadi
dasar yaitu:*

Pasal 1
Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan
a. Pegawai Negeri Sipil adalah
1. Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Undangundang
Nomor 8 Tahun 1974;
2. Yang dipersamakan dengan Pegawai Negeri Sipil yaitu
(a) Pegawai Bulanan di samping pensiun;
(b) Pegawai Bank milik Negara;
(c) Pegawai Badan Usaha milik Negara;
(d) Pegawai Bank milik Daerah;
(e) Pegawai Badan Usaha milik Daerah;
(f) Kepala Desa, Perangkat Desa, dan petugas yang menyelenggarakan
urusan pemerintahan di Desa;
. Pejabat adalah
. Menteri;
. Jaksa Agung;
. Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Departemen;
. Pimpinan Kesekretariatan Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara
. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I;
. Pimpinan Bank milik Negara;
. Pimpinan Badan Usaha milik Negara;
. Pimpinan Bank milik Daerah;
. Pimpinan Badan Usaha milik Daerah;

O 002N N bW —oT

Pasal 2

(1) Pegawai Negeri Sipil yang melangsungkan perkawinan pertama, wajib
memberitahukannya secara tertulis kepada Pejabat melalui saluran hierarki
dalam waktu selambat-lambatnya 1 (satu) tahun setelah perkawinan itu
dilangsungkan.

(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berlaku juga bagi
Pegawai-Negeri Sipil yang telah menjadi duda/janda yang melangsungkan
perkawinan lagi.

% Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin
Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil. Pasal 1-3.



20

Pasal 3
(1) Pegawai Negeri Sipil yang akan melakukan perceraian wajib
memperoleh izin lebih dahulu dari Pejabat.
(2) Permintaan untuk memperoleh izin sebagaimana dimaksud dalam ayat
(1)diajukan secara tertulis.
(3) Dalam surat permintaan izin perceraian harus dicantumkan alasan yang
lengkap yang mendasari permintaan izin perceraian itu.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara
Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor
2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168). Undang-
undang ini menjelaskan bahwa fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi
pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban
masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan
kepada masyarakat.*’

Dan Peraturan Kepolisisan Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun
2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Kepolisian Negara Indonesia
Nomor 9 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Pengajuan Perkawinan, Perceraian,
dan Rujuk bagi Pegawai Negeri pada Kepolisisan Negara Republik Indonesia.

Pada undang-undang ini menjelaskan beberapa pasal yang mengalami
perubahan pada undang-undang nomor 9 tahun 2010, yaitu pada pasal 3, 4,
10,17, dan 24. Serta penghapusan salah satu aturan yaitu pada pasal 16.**

47 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik

Indonesia

* Peraturan Kepolisisan Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang
Perubahan Atas Peraturan Kepala Kepolisian Negara Indonesia Nomor 9 Tahun 2010 Tentang
Tata Cara Pengajuan Perkawinan, Perceraian, dan Rujuk bagi Pegawai Negeri pada
Kepolisisan Negara Republik Indonesia.
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C. Proses Sidang Pra Nikah

Dalam sidang pra pernikahan Polri ini berisi beberapa tahapan tentang
tata tertib pembinaan sidang pra pernikahan, serta materi pembinaan dalam
sidang pra nikah. Ada pun tahapan tata tertip pembinaan sidang pra nikah adalah
sebagai berikut:
A. Tahap Persiapan®

1. Calon mempelai sudah melengkapi semua persyaratan administrasi
meliputi hal-hal sebagai berikut:
Surat permohonan pengajuan izin kawin;

b. Surat keterangan N1 dari kelurahan /desa sesuai domisili, mengenai
nama, tempat, dan tanggal lahir, agama, pekerjaan, tempat kediaman
dan status calon suami /istri;

c. Surat keterangan N2 dari kelurahan /desa sesuai domisili, mengenai
asal usul yang meliputi nama, agama, pekerjaan, dan tempat
kediaman orang tua/wali;

d. Surat keterangan N4 dari kelurahan /desa sesuai domisili, mengenai
orang tua calon suami /istri;

e. Surat pernyataan kesanggupan dari calon suami /istri untuk
melaksanakan kehidupan rumah tangga;

f. Surat pernyataan persetujuan dari orang tua, apabila kedua orang tua
telah meninggal dunia, maka persetujuan diberikan oleh wali calon
suami /istri;

g. Surat keterangan pejabat personel dari satuan kerja Pegawai Negeri
pada Polri yang akan melaksanakan perkawinan, mengenai status

pegawai yang bersangkutan perjaka /gadis /kawin /duda /janda;

¥ Birowatpers SSDM Polri, Buku Panduan Sidanng Pembinaan Nikah di Lingkungan
POLRI, (Jakarta: Birowatpres SSDM, 2017), him. 4.
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h. Surat akta cerai atau keterangan kematian suami /istri, apabila
mereka sudah janda /duda;

1. Surat keterangan dokter tentang status kesehatan calon suami /istri
yang meliputi : test narkoba, penyakit menular seksual dan
HIV/AIDS. Khusus bagi calon istri melampirkan tes urine untuk
mengetahui kehamilan;

j. Surat pernyataan persetujuan kedua calon mempelai untuk
mendapatkan informasi tentang status kesehatan masing masing
calon pasangan.

k. Pas foto berwarna calon suami /istri ukuran 4 cm x 6 cm, masing-
masing 3 (tiga) lembar, dengan ketentuan:

1) Bagi perwira berpakaian dinas harian dengan latar belakang
berwarna merah;

2) Bagi Brigadir berpakaian dinas harian dengan latar belakang
berwarna kuning;

3) Bagi PNS Polri berpakaian dinas harian dengan latar belakang
berwarna biru;

4) Bagi calon suami/istri yang bukan pegawai negeri pada Polri
berpakaian bebas rapi dengan latar belakang disesuaikan dengan
pangkat calon suami/istri;

5) Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) bagi calon
suami/istri yang bukan anggota Polri.

2. Menentukan hari dan tanggal untuk pelaksanaan sidang pembinaan
pernikahan.

3. Datang 30 menit sebelum pelaksanaan sidang pembinaan pernikahan
dimulai.

4. Didampingi oleh orang tua /wali /pengganti (dikuatkan dengan surat

kuasa) kedua calon mempelai.



23

B. Tahap Pelaksanaan™

1. Sidang pembinaan pernikahan dihadiri:

a.
b.

C.

Calon mempelai laki-laki dan perempuan;

Orang tua/wali dari kedua calon mempelai;

Perangkat sidang yang terdiri dari:

1) Ketua sidang;

2) Sekretaris;

3) Rohaniwan sesuai agama calon mempelai (Islam, Kristen Protestan,
Kristen Katholik, Hindu dan Budha);

4) Staf Propam, Staf Itwasum dan Bhayangkari sebagai anggota sidang

pembinaan pernikahan.

2. Susunan acara sidang pembinaan pernikahan.

a.
b.

C.

Sidang dibuka oleh Ketua Sidang;
Pembinaan dari Itwasum Polri;

Pembinaan dari Propam Polri;

d. Pembinaan dari Bhayangkari;

.

Pembinaan dari Rohaniwan.

3. Pelaksanaan sidang pembinaan pernikahan.

a.

Sidang dibuka oleh Ketua Sidang menyampaikan hal-hal sebagai

berikut:

1) Memastikan kehadiran peserta sidang pembinaan pernikahan;

2) Memberikan materi tentang regulasi sidang pembinaan pernikahan;

3) Memberikan informasi tentang pentingnya sidang pembinaan
pernikahan;

4) Memberikan informasi tentang tugas pokok bagi Pegawai Negeri
pada Kepolisian Negara Republik Indonesia secara umum baik

terkait dengan kewajiban yang harus diemban maupun hak-hak yang

30 Ibid., him. 5.
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dimiliki oleh Pegawai Negeri pada Kepolisian Negara Republik
Indonesia.

b. Pembinaan oleh Itwasum Polri terkait dengan tugas Itwasum Polri
sebagai satuan kerja fungsi pengawasan dalam setiap kegiatan yang
diadakan di lingkungan Polri.

c. Pembinaan oleh Propam Polri dengan materi sebagai berikut:

1) Informasi berkaitanTugas pokok dan fungsi Propam Polri;

2) Informasi tentang ruang lingkup pengaturan Kode Etik Profesi Polri;

3) Informasi bahwa Propam Polri sebagai satuan kerja untuk menerima
segala bentuk pengaduan permasalahan yang dialami oleh Pegawai
Negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia termasuk
didalamnya pengaduan terkait dengan permasalahan rumah tangga.

d. Pembinaan oleh Bhayangkari dengan materi sebagai berikut:

1) Pengetahuan tentang sejarah Bhayangkari dan Yayasan Kemala
Bhayangkari

2) Atribut Bhayangkari

3) Pemahaman Visi, Misi, Tujuan dan Tugas Bhayangkari.

4) Penjabaran Visi, Misi, Tujuan dan Tugas Pokok Bhayangkari.

5) Hak Dan Kewajiban Bhayangkari /Istri.

e. Pembinaan oleh Rohaniwan dengan materi sebagai berikut:

1) Membina keluarga bahagia /harmonis menurut kajian agama
masing-masing (Islam, Hindu, Budha, Kristen Protestan dan
Katholik);

2) Hak dan kewajiban seorang suami/istri dalam berumah tangga

menurut ajaran agama.
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C. Tahap Akhir’'
1. Ketua Sidang menutup sidang pembinaan pernikahan setelah semua
selesai melaksanakan pembinaan;
2. Penandatanganan Berita Acara Sidang pembinaan nikah oleh Ketua dan
anggota sidang;
3. Memproses Surat Izin Kawin (SIK) untuk diajukan kepada Pejabat yang
berwenang sesuai kepangkatan calon pengantin.

Sedangkan materi yang diberikan pada pelaksanan sidang bimbingan pra
nikah ini terdiri dari beberapa pengetahuan yang meliputi pada bidang yang
ditentukan, antara lain.

A. Bidang Bitropam
1. Pengetahuan tugas pokok dan fungsi Propam Polri

Devisi Propam Polri merupakan unsur pengawas dan pembantu
pimpinan yang berada di bawah Kapolri. serta Devisi Propam Polri bertugas
membina dan menyelenggarakan fungsi pertanggung jawaban profesi,
pengamanan internal termasuk penegakan disiplin dan ketertiban di lingkungan
Polri serta pelayanan pengaduan masyarakat tentang adanya penyimpangan
tindakan Anggota dan PNS Polri.

2. Ruang Lingkup pengaturan Kode Etik Profesi Polri mencangkup:

a. Etika Kenegaraan memuat pedoman berperilaku Anggota Polri dalam
hubungan:
1) Tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia
2) Pancasila
3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945
4) Kebinekaan Tunggal lka

b. Etika Kelembagaan memuat pedoman berperilaku Anggota Polri dalam

hubungan:

3 Ibid., him. 8.
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1) Tribrata sebagai pedoman hidup
2) Catur Prasetya sebagai pedoman kerja
3) Sumpah /janji Anggota Polri
4) Sumpah /janji jabatan
5) Sepuluh komitmen moral dan perubahan pola pikir
c. Etika Kemasyarakatan memuat pedoman berperilaku Anggota Polri dalam
hubungan:
1) Pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat
2) Penegakan hukum
3) Pelindung, pengayom dan pelayan masyarakat
4) Kearifan lokal (gotong royong, setia kawan dan toleransi)
d. Etika Kepribadian memuat pedoman berperilaku Anggota Polri dalam
hubungan:
1) Kehidupan beragama
2) Kepatuhan dan ketaatan terhadap hukum
3) Sopan santun dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa

dan bernegara.

B. Bidang Sumber Daya Manusia
A. Materi Pembinaan Rohani
1. Tujuan perkawinan
Salah satu Tujuan pernikahan adalah untuk mendapatkan keluarga yang

Sakinah, Mawaddah, Warahmah ini disebutkan dalam Surah a/-Rum ayat 21:

A}Jj oJ}«MganJ J*"j L@.J\ w \:—\_9)\ M‘ By (’_{J d'L>' d\ 4;\.:\ uﬁj
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Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan
untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa
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tenteram kepadanya,dan Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar
terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir. (QS. ar-Rum [30]: 21).

Dari ayat ini jelas bahwa hubungan suami dan istri adalah hubungan
cinta dan kasih sayang, dan bahwa ikatan perkawinan pada dasarnya tidak dapat
dibatasi hanya dengan pelayanan yang bersifat material dan biologis saja, akan
tetapi juga dalam pemenuhan kebutuhan material, seperti makanan, pakaian,
tempat tinggal dan lain-lainya, hanya sebagai sarana untuk mencapai kebutuhan
yang lebih mulia dan tinggi, yakni kebutuhan rohani, cinta dan kasih sayang,
dan barakah dari Allah SWT.>

Pernikahan dimaksudkan juga untuk menjaga kehormatan diri dan
terhindar dari hal-hal yang dilarang oleh Allah SWT. Pernikahan juga menjadi
pelindung dalam menundukkan pandangan sehingga lebih mudah terhindar dari

perbuatan zina. Seperti yang disebutkan dalam hadis sebagai berikut

ol 180 gt R 230 0) s A 3t 6 100 p3es o d e 8

S (3 U 00 p3tall R kg 5 5 il panl 5, i) fd 6 £35S

Dari Abdullah bin Mas’ud dia berkata, bersabda Rasulullah SAW
kepada kami: “Wahai pemuda, barangsiapa diantara kalian yang telah mampu
menikah, maka menikahlah, karena menikah itu lebih menahan pandangan mata
dan lebih menjaga kemaluan. Barangsiapa tidak mampu, maka hendaklah dia

berpuasa, karena puasa itu merupakan penawar syahwat baginya.” (HR.
Bukhari-Muslim)™

> Khoiruddin Nasution, Hukum Perkawinan I Dilengkapi Perbandingan UU negara
Muslim Kontemporer,(Yogyakarta: Academi & Tazaffa, 2013), him, 44.
>3 Mardani, Hadis Ahkam, (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), hlm, 219)
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Di dalam agama Islam terdapat beberapa tujuan dari pernikahan, yaitu
sebagai berikut:>*
1. Memperoleh kehidupan keluarga yang Sakinah, Mawaddah, Warahmabh.
Untuk memperoleh keturunan.
Untuk memenuhi kebutuhan biologis.

Untuk menjaga kehormatan.

A

Untuk semata-mata mengabdi dan beribadah kepada Allah.
2. Kiat Mewujudkan Keluarga Bahagia™
a. Rumah tangga dibangun berlandaskan Al-Qur'an dan Sunnah Nabi
Asas serta niat awal ketika merintis sebuah keluarga dalam bentuk
pernikahan yang sah baik dalam agama maupun sah di dalam aturan negara
dalam rangka pembentukan sebuah keluarga sakinah ialah rumah tangga yang
dibina atas landasan taqwa, berpandukan Al-Quran dan Sunnah dan bukannya
atas dasar cinta (nafsu) semata-mata.
b. Rumah tangga dibangun dengan rasa kasih sayang
Membina keluarga bahagia dan sakinah tanpa adanya ‘'al-mawaddah'
serta 'al-Rahmah', maka tidak akan dapat hidup dengan tenang dan aman dalam
sebuah keluarga.
c. Bersyukur telah dikaruniai pasangan hidup
Mensyukuri nikmat Allah adalah merupakan kewajiban bagi tiap hamba-
hambaNya, karena tidak sedikit manusia yang sampai akhir hayatnya tidak
mempunyai pasangan hidup. Mensyukuri ini juga artinya kita siap dengan
kelebihan dan kekurangan pasangan hidup kita, karena pada umumnya pada
saat berkenalan kita hanya mengenal akan kebaikan - kebaikan dari pasangan

kita.

> Ibid., him. 43-54.
> Birowatpers SSDM Polri, Buku Panduan Sidanng Pembinaan ...., hlm. 19.
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Namun setelah mengarungi bahtera rumah tangga lambat laun kita juga
akan mengetahui kekurangannya, maka kita harus bisa saling melengkapi dan
menutupi kekurangan satu sama lain.

d. Memilih kriteria pasangan yang tepat

Memiliki keyakinan sama (beragama Islam) dan shaleh maupun
shalehah, berasal dari keturunan dan keluarga yang kita percayai yang baik-
baik, mempunyai akhlak mulia, sopan antun dan bertutur kata yang baik.

e. Menjalankan kewajiban dan hak
Sebagai suami dan istri dengan baik Suami harus memahami hak dan

kewajibannya dalam rumah tangga. Istri juga harus memahami hak dan
kewajibannya dalam rumah tangga.
3. Hal-hal lain yang perlu diperhatikan®

a. Selama menempuh hidup berkeluarga, sadarilah bahwa jalan yang akan
kita lalui tidaklah selalu jalan indah dan enak tetapi juga penuh cobaan
dan permasalahan.

b. Ketika rumah tangga dalam masalah, janganlah saling berlepas tangan,
tetapi sebaliknya justru semakin erat berpegangan tangan untuk
menyelesaikan masalah tersebut.

c. Ketika keluarga belum dikaruniai anak, cintailah istri atau suami dengan
sepenuh hati dan senantiasa berusaha dan berdoa.

d. Ketika sudah mempunyai anak, memahami bahwa itu amanah yang
dirawat, dididik dan dibesar dengan kasih sayang oleh suami dan istri.

e. Ketika ekonomi keluarga belum membaik, yakinlah bahwa pintu rejeki
akan terbuka lebar berbanding lurus dengan tingkat ketaatan suami istri
kepada Allah SWT, dan lain-lain.

4. Peran Ibu sebagai Madrasatul Ula

3¢ Ibid., him. 20.
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Peran ibu sangat dibutuhkan dalam mengajari anak tentang hal yang
positif untuk bekalnya kelak. Sebelum mengenal dunia luar, berikan pemahaman
dan bekali anak dengan ilmu pengetahuan yang cukup tentang perilaku, tata
keama, perasaan, serta ajarkan padanya bagaimana menyikapi lingkungan diluar
sana yang terkadang berbeda dengan yang selama ini dikenal. Karena
kebanyakan anak, ketika sudah mengenal dunia luar mereka seolah kebablasan
dan mengikuti apa yang dilihatnya.

Tugas ibu tidaklah mudah, karena Allah SWT sudah menyiapkan pahala
besar bagi seorang ibu yang berhasil mendidik anak-anaknya dengan baik,
banyak yang harus dipersiapkan secara mental dan pengetahuan dan jangan
terlalu mengandalkan orang tua pihak ibu maupun ayah dalam mengurusu anak.
Penuhilah hidup sianak dengan karakter serta pemikiran yang baik.

Ajarilah anak agar menjadi anak yang shalih, sebab anak yang shalih
adalah investasi bagi kedua orang tua, pada akhirnya anak adalah titipan dan
amanah, karena setiap orang tua akan dimintai pertanggung jawaban atas titipan
yang diamanahkan.

B. Bidang Bhayangkari
A. Materi Pembinaan Bidang Bhayangkari®’

Pengetahuan tentang sejarah Bhayangkari dan Yayasan Kemala
Bhayangkari Bhayangkari adalah organisasi istri anggota Polri yang lahir atas
gagasan Ibu HL Sukanto pada tanggal 17 Agustus 1949 di Jakarta. Pada tanggal
19 Agustus 1952 dilaksanakan konferensi istri Polisi pertama yang dihadiri oleh
27 perwakilan daerah, kemudian menetapkan bersatu dalam gerak perjuangan
melalui wadah tunggal organisasi persatuan istri Polri yaitu Bhayangkari. Tahun
1963 pada kongres Bhayangkari ke lima ditetapkan tanggal 19 Oktober sebagai
Hari Kesatuan Gerak Bhayangkari, yang diperingati tiap tahun sampai saat ini.

Dalam menunjang kegiatan bidang sosial dan kemanusiaan Bhayangkari

37 Ibid., him. 43.
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mendirikan yayasan yang bergerak di bidang pendidikan, sosial dan
kemanusiaan atas ide dari Ibu Widodo Budi Darmo dan dilanjutkan
pendiriannya oleh ibu Awaludin Djamin. Pengesahan pendirian yayasan
dilaksanakan pada tanggal 5 Mei 1980 dengan nama Yayasan Kemala
Bhayangkari. Tanggal 5 Mei ditetapkan sebagai hari lahir Yayasan Kemala
Bhayangkari. Pada prinsipnya dalam menjalankan kegiatan sesuai program kerja
Bhayangkari dan Yayasan Kemala Bhayangkari bekerja sama secara sinergis
dan bersinambungan mencapai tujuan bhayangkari sesuai dengan visi dan misi
organisasi.
B. Penjabaran Visi, Misi, Tujuan dan Tugas Pokok Bhayangkari’®
Dalam Visi Bhayangkari kata mandiri, artinya berdiri di atas kaki sendiri

dan tidak tergantung pada orang lain serta bertanggung jawab atas apa yang
dilakukannya. Sedangkan arti dan makna Profesional adalah sebagai berikut:

a. Bangga atas pekerjaannya serta meluangkan waktunya untuk kegiatan

tersebut,

s

Mempunyai motivasi yang kuat.

e

Berorientasi kepada pelayanan.

&

Mempunyai status dan kekuasaan dalam bidangnya.

e. Membentuk perwakilan.

j}

Ada pengembangan kode etik yang mengarahkan perilaku anggotanya,

g. Pelayanan masyarakat /kemanusiaan dijadikan motif yang dominan.
Kesejahteraan, secara umum diartikan sebagai tingkat kemampuan
seseorang dalam memenuhi kebutuhan primer berupa sandang, papan,
pangan pendidikan dan kesehatan.

Adapun pengertian Sumber Daya Manusia dan Efisiensi pada MISI
Bhayangkari adalah sebagai berikut:

38 Ibid., him. 43.
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a. Sumber daya manusia (SDM) perkembangan terbaru memandang SDM
bukan sebagai sumber daya semata, melainkan lebih berupa modal atau
asset bagi institusi atau organisasi, sehingga muncul Human Capital
(HC) bukan sekedar asset utama tetapi asset yang bernilai dan dapat
dilipatgandakan, dikembangkan dan bukan sebaliknya sebagai Liability
(beban /cost). SDM sebagai investasi bagi organisasi lebih mengemuka.

b. Efisiensi, merupakan ukuran keberhasilan yang dinilai dari segi besarnya
sumber /biaya untuk mencapai hasil dari kegiatan yang dijalankan.
Efisiensi berarti mencapai hasil optimaldengan penggunaan sumber daya
yang terbatas. Secara singkat efesiensi mengandung makna anggota
Bhayangkari dapat bekerja dengan cermat, tidak membuang waktu dan
energi serta paling tepat dan sesuai tujuan.

Pemahaman visi dan misi mengharuskan anggota bhayangkari
menyatukan pola pikir yang akan memberikan dampak positif demi tercapainya
tujuan organisasi. Penjabaran visi dan misi selayaknya dilaksanakan oleh setiap
anggota bhayangkari disetiap jenjang kepengurusan agar setiap program kerja
yang dicanangkan dapat terlaksana dengan sukses.

C. Hak dan Kewajiban Bhayangkari

a. Hak Bhayangkari sebagai berikut:

1) Memberikan suara dalam rapat.

2) Memilih dan dipilih sebagai Anggota Pengurus.

3) Mewakili organisasi dalam kepengurusan Organisasi kemasyarakatan

Wanita lain.

4) Membela diri dari tuduhan atau keputusan karena melakukan

kesalahan terhadap organisasi.

5) Mendapat perhatian dan pendampingan dari organisasi Bhayangkari

apabila mengalami masalah Keluarga, KDRT dan disalurkan kepada

Dinas Polri.
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b. Kewajiban Bhayangkari sebagai berikut:

1) Memiliki Kartu Tanda Anggota Bhayangkari dan KPI (Kartu
Penunjukan Istri).

2) Menjunjung tinggi nama baik organisasi Bhayangkari - Mematuhi
Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Bhayangkari.

3) Membayar iuran Anggota.

4) Secara aktif memberikan peranan yang positif, dengan rasa memiliki
mematuhi dan melaksanakan keputusan organisasi.

5) Menghadiri rapat atas undangan pengurus.

D. Tujuan Sidang Pra Nikah
Salah satu tahapan untuk membentuk keluarga di lingkungan Polri,
bahwa setiap calon mempelai akan menjalani sidang pembinaan pra nikah.
Sidang pra nikah di Institusi Polri dilaksanakan oleh BP4R yaitu Badan
Pembantu Penasihat Perkawinan Perceraian dan Rujuk. Sidang pembinaan nikah
merupakan tahapan terpenting yang bisa dijadikan acuan untuk mempersiapkan
keluarga terbaik untuk institusi Polri. Maka dari itu tujuan dari pembinaan
sidang pra nikah adalah sebagai berikut:*
a. diharapkan semaksimal mungkin dapat menghindari situasi dan kondisi
yang rawan bagi keharmonisan keluarga
b. Melalui tahapan sidang pembinaan nikah oleh BP4R calon anggota baru
dari keluarga besar Polri dapat lebih mengenal dan memahami situasi,
kondisi tugas dan tanggung jawab anggota
c. Calon pendamping hidup anggota Polri dapat lebih siap sehingga di
masa depan diharapkan bisa mengatasi setiap konfik yang mungkin

timbul.

% Ibid., him. 1.
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d. Menurut Azhar Dengan diadakan sidang pra nikah ini diharapkan bagi
calon pendamping anggota polri serta anggota polri, lebih memahami
pentingnya tugas dan tanggung jawab dalam menjalankan aturan-aturan
baik dalam keluarga maupun dalam instansi.®

e. Menurut Musniar dengan diadakan sidang pra nikah ini diharapkan dapat
memperkokoh pondasi dalam berumah tangga, serta dapat menjadi salah
satu kegiatan yang dapat memeberikan informasi serta perlindungan
terhadap anggota keluarga khususnya istri dan anak dalam kekerasan

dalam rumah tangga.®'

0 Wawancara dengan BANUM Subbag ROHJASHOR(Rohani Jasmani dan
Kehormatan). Di POLDA ACEH pada tanggal 8 juni 2020

! Wawancara dengan BANUM Kasubbag ROHJASHOR(Rohani Jasmani dan
Kehormatan). Di POLDA ACEH pada tanggal 24 juni 2020.



BAB TIGA
ANALISIS EFEKTIVITAS SIDANG PRA NIKAH ANGGOTA POLRI
DALAM MEMINIMALISIR PERCERAIAN

A. Efektivitas Sidang Pra Nikah Anggota Polri di Polda Aceh dalam
Meminimalisir Perceraian

1. Gambaran Umum Polda Aceh

Kepolisian Daerah Aceh atau Polda Aceh adalah instansi pelaksana tugas
Kepolisian RI di wilayah Provinsi Aceh. Polda Aceh telah ada di provinsi Aceh
sejalan dengan dibentuknya Djawatan Kepolisian Negara pasca kemerdekaan
Indonesia. Pada masa itu Djawatan Kepolisian Negara berada di bawah
wewenang Kementerian Dalam Negeri, dan instansinya tersebar keseluruh

penjuru Indonesia salah satunya ada di Provinsi Aceh.

Pada tanggal 1 Juli 1946 dikeluarkannya Penetapan Pemerintah tahun
1946 No.11/S.D yang mengatur tentang lembaga-lembaga Negara. Djawatan
Kepolisian Negara mulai bertanggung jawab langsung kepada Perdana Menteri,
dan ditetapkan pada tanggal 1 Juli menjadi hari diperingati sebagai Hari
Bhayangkara. Dan pada masa kabinet presidential tanggal 4 Februari 1948
dikeluarkan Tap Pemerintah No. 1/1948 yang menetapkan bahwa Polri dipimpin
langsung oleh presiden dan wakil presiden dalam kedudukan sebagai perdana
menteri dan wakil perdana menteri, dan dilantik Jenderal Polisi R.S. Soekanto

sebagai Kapolri pertama.

Sejalan dengaan dijadikannya Kota Banda Aceh sebagai Kota Besar
pasca MOU. Polda Aceh mengalami peningkatan statusnya dari tipe B menjadi

Tipe A, dengan peningkatan tipe A Polda Aceh juga meningkatkan kembali

35
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kinerja instansi menjadi lebih produktif dalam melayani masyarakat

dengan baik.
a. Fungsi dan Tugas Polda Aceh

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002
Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, disebutkan pada Pasal 2 bahwa
“Fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang
pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum,

perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Kemudian Pasal 4 disebutkan bahwa Kepolisian Negara Republik
Indonesia bertujuan untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi
terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum,
terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat,
serta terbinanya ketenteraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi
manusia. Lebih lanjut pada Pasal 5 disebutkan bahwa Kepolisian Negara
Republik Indonesia merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara
keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan
perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka

terpeliharanya keamanan dalam negeri.
b. Struktur Organisasi Polda Aceh

Struktur organusasu di Polda Aceh di bentuk bersarkan peraturan Kepala
Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2010 Tentang Susunan
Organisasi dan Tata Kerja Pada Tingkatan Kepolisian Daerah. Di dalam struktur
organisasi di Polda Aceh Berbentuk Garis Komando, yaitu setiap aturan,
kebijakan, perintah dan penunjukan penugasan berasal dari perintah pemimpin
atau atasan tertinggi, serta struktur oraganisasi Polda Aceh merupakan sub

organisasi dari organisasi Polri (Kepolisian Rakyat indonesia).
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Dalam struktur organisasi Polda Aceh terbagi beberapa  unsur
kepangkatan yaitu unsur pengawas, unsur pimpinan, unsur pengawas dan
pembantu pimpinan/pelayanan, unsur pelaksanaan tugas pokok, unsur pelaksana

tugas kewilayahan, unsur-unsur organisasi di Polda aceh yaitu sebagai berikut:**

a. Unsur pengawas
1. Kapolda
2. Wakapolda
b. Unsur Pimpinan
1. Itwasda
Roops
Rorena
Ro SDM
Rosarpras
Bidpropam
Bidhumas
Bidkum
Bid TI Polri

A e AN T

10. Spripim

11. Setum

12. Yanma.
c. Unsur pelaksanaan Tugas Pokok

1. SPKT

2. Ditintelkam

3. Ditreskrimum
4. Ditreskrimsus
5

Ditresnarkoba

62 Di akses melalui situs: https:/aceh.polri.go.id/website/struktur#. Pada tanggal 06
Januari 2021.




6. Ditbinmas

7. Ditsabhara

8. Ditlantas

9. Ditpamobvit
10. Ditpolair
11. Dittahti
12. Satbrimob

d. Unsur Pendukung

1. SPN
2. BidKeu
3. Biddokkes

e. Unsur Pelaksan Tugas Kewilayahan
1. Polres Aceh Barat

Polres Aceh Barat Daya

Polres Aceh Besar

Polres Aceh Jaya

Polres Aceh Selatan

Polres Aceh Singkil

Polres Aceh Tamiang

Polres Aceh Tengah

A e A U

Polres Aceh Tenggara

[a—
=

. Polres Aceh Timur

. Polres Aceh Utara

—_ =
N =

. Polres Bener Meriah

—
(98]

. Polres Bireuen

,_
N

. Polres Gayo Lues

[a—
(9]

. Polres Langsa

[a—
N

. Polres Lhoksemawe
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17. Polres Nagan Raya
18. Polres Pidie

19. Polres Pidie Jaya

20. Polres Sabang

21. Polres Simeulu

22. Polres Subulussalam

23. Polresta Banda Aceh

2. Analisis Efektifitas Sidang Pra Nikah Anggota Polri dalam

Meminimalisir Perceraian

Polri adalah alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan,
ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan,
pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya
keamanan dalam negeri. Dalam melaksanakan tugas pokoknya, pegawai negeri
pada kepolisian Negara Republik Indonesia dibutuhkan kehidupan keluarga
yang harmonis dan serasi agar dapat menciptakan suasana tentram dan bahagia
dalam kehidupan rumah tangga guna mendukung pelaksanaan tuganya. Untuk
memberikan kepastian hukum tentang hak dan kewajiban anggotanya dalam
berumah tangga perlu pengaturan tentang perkawinan, perceraian, dan rujuk

bagi pegawai negeri pada kepolisian Negara Republik Indonesia.

Salah satu tahapan untuk membentuk keluarga di lingkungan Polri,
bahwa setiap calon mempelai akan menjalani sidang pra nikah. Sidang pra nikah
di Institusi Polri dilaksanakan oleh BP4R yaitu (Badan Pembantu Penasihat
Perkawinan Perceraian dan Rujuk). Sidang pembinaan nikah merupakan tahapan
terpenting yang bisa dijadikan acuan untuk mempersiapkan keluarga terbaik
untuk institusi Polri. Dengan demikian diharapkan semaksimal mungkin dapat

menghindari situasi dan kondisi yang rawan bagi keharmonisan keluarga.
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Dalam penelitian ini untuk mengukur efektifitas sidang pra nikah
anggota Polri dalam meminimalisir perceraian, data yang diteliti diambil dari
kantor Satuan Kewilayahan Kepolisian Daerah (POLDA) Aceh. Metode yang
dilakukan menggunakan metode Statistika deskriptif yaitu membahas cara-cara
pengumpulan data, penyederhanaan angka-angka pengamatan yang diperoleh
(meringkas dan menyajikan), serta melakukan pengukuran pemusatan dan
penyebaran untuk memperoleh informasi yang lebih menarik, berguna, dan lebih
mudah dipahami. Statistika deskriptif dalam penelitian ilmu-ilmu sosial

memiliki tiga teori kegunaan, yaitu63 :

Pertama dengan statistika deskriptif, kumpulan data yang diperoleh akan
tersaji dengan ringkas dan rapi serta dapat memberikan informasi inti dari
kumpulan data yang ada. Kedua, statistika deskriptif memungkinkan peneliti
menyajikan ataupun menggambarkan datanya dengan teknik grafik maupun
teknik numerik. Ketiga, statistika deskriptif memungkinkan peneliti mengukur
dua karakteristik dari setiap respondennya dan selanjutnya meneliti hubungan di

antara kedua karakteristik (variabel) tersebut.

Selanjutnya, peneliti juga dapat membandingkan dua kelompok yang
berbeda berdasarkan karakteristik yang sama. Keempat, statistika deskriptif
memegang peranan penting dalam persiapan analisis data. Analisis ini dilakukan
sebelum peneliti menerapkan statistika inferensia terhadap data penelitiannya.
Istilah lain yang digunakan untuk tahap persiapan ini adalah exploratory data

analysis.

Maka dari itu dalam hal menganalisis efektivitas sidang pra nikah
anggota polri dalam meminimalisir perceraian menggunakan teori statistika

deskriptif yang memungkinkan peneliti menyajikan ataupun menggambarkan

6 Muhammad Husni Arifin, Pengantar Statistika Sosial (Jakarta: Universitas Terbuka,
2014). hlm. 1.15
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datanya dengan teknik grafik maupun teknik numerik dalam menentukan

efektivitas sidang pra nikah. Data yang di analisis berasal dari perbandingan

angka pernikahan dan perceraian pertahun dari tahun 2015 hingga tahun 2019

yaitu sebagai berikut.

Grafik: 3.1. Angka Perceraian dan Pernikahan di Polda Aceh
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Sumber: Hasil olah data penulis di Polda Aceh pada Tahun 2020

Dari grafik diatas dapat dilihat

a.

Pada tahun 2017 pasangan pernikahan yang terdaftar mencapai 147

pasangan, sadangkan perceraian yang terdaftar mencapai 6 pasangan.

Dapat disimpulkan dari keseluruhan pernikahan dan perceraian yang
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diselenggarakan pada tahun tersebut, angka perceraian mencapai 9% dari
keseluruhan pernikahan pada tahun 2017.

Pada tahun 2018 pasangan pernikahan yang terdaftar mencapai 161
pasangan, sadangkan perceraian yang terdaftar mencapai 10 pasangan.
Dapat disimpulkan dari keseluruhan pernikahan dan perceraian yang
diselenggarakan pada tahun tersebut, angka perceraian mencapai 16%
dari keseluruhan pernikahan pada tahun 2018.

Pada tahun 2019 pasangan pernikahan yang terdaftar mencapai 157
pasangan, sadangkan perceraian yang terdaftar mencapai 5 pasangan.
Dapat disimpulkan dari keseluruhan pernikahan dan perceraian yang
diselenggarakan pada tahun tersebut, angka perceraian mencapai 8% dari

keseluruhan pernikahan pada tahun 2019.

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan sebagai berikut:

Grafik: 3.2.Angka Perceraian Di Polda Aceh Pada Tahun 2015 Hingga 2019
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a. Pada tahun 2017 angka perceraian mencapai 9% dari keseluruhan
pernikahan pada tahun tersebut.

b. Pada tahun 2018 angka perceraian mencapai 6% dari keseluruhan
pernikahan pada tahun tersebut.

c. Pada tahun 2019 angka perceraian mencapai 8% dari keseluruhan
pernikahan pada tahun tersebut.

Dari deskripsi diatas bahwa pada tahun 2017 angka perceraian yang ada
dipolda aceh mengalami kenaikan yang siknifikan mencapai 9% dari
keseluruhan pernikahan, dan pada tahun 2018 angka perceraian yang terjadi
mengalami kenaikan kembali hingga mencapai 16% dari keseluruhan
pernikahan, kemudian pada tahun 2019 mengalami penurunan angka perceraian

yang mencapai 8% dari keseluruhan pernikahan.

Dapat dilihat bahwa angka perceraian yang terjadi di Polda Aceh dalam
Tiga tahun terakhir bersifat dinamis, yaitu terjadinya peningkatan atau
penurunan angka perceraian di setiap tahunnya. Dan jika dibandingkan kasus
perceraian yang berkekuatan hukum tetap dan putusannya di wilayah hukum
Peradilan Mahkamah Syar’iyah di 23 Kabupaten/Kota se-Provinsi Aceh dari
tahun 2017 hingga 2019 yaitu:

1. Pada tahun 2017 angka perceraian mencapai 4917 kasus, terdiri dari
perkara cerai talak mencapai 1.331 (seribu tiga ratus tiga puluh satu)
kasus dan cerai gugat 3.586 (tiga ribu lima ratus delapan puluh enam)

kasus.

2. Pada tahun 2018 mencapai 5562 kasus, terdiri dari perkara cerai talak
mencapai 1.562 (seribu lima ratus enam puluh dua) kasus dan cerai gugat

mencapai 4000 (empat ribu) kasus.
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3. Pada tahun 2019 mencapai hingga 6700 kasus. perkara cerai talak

mencapai 1.724 (seribu tujuh ratus dua puluh empat) kasus dan cerai

gugat mencapai 4.976 (empat ribu Sembilan ratus tujuh puluh enam)

kasus.

Dalam hal ini perceraian yang terjadi di 23 Kabupaten/Kora se-Provinsi

Aceh terbilang tinggi.

Grafik: 3.3.Perbandingan Perceraian di Polda Aceh dengan 23 Kabupaten/Kota se-
Provinsi Aceh
PERBANDUNGAN PERCERAIAN
DI POLDA ACEH DENGAN 23 KABUPATEN/KOTA SE-
PROVINSI ACEH
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Pada grafik di atas Perbandingan Perceraian di Polda Aceh dengan 23
Kabupaten/Kota se-Provinsi di Aceh bahwa angka perceraian dipolda aceh
termasuk dalam katagori tingkatan perceraian rendah sebagaimana penjelasan

berikut:

a. Pada tahun 2017 perbandingan angka perceraian di Polda Aceh
mencapai 0.0012% dari keseluruhan perceraian yang terjadi di 23
Kabupaten/Kota se-Provinsi di Aceh pada tahun tersebut.

b. Pada tahun 2018 perbandingan angka perceraian di Polda Aceh
mencapai angka 0.0017% dari keseluruhan perceraian yang terjadi di 23
Kabupaten/Kota se-Provinsi di Aceh pada tahun tersebut.

c. Pada tahun 2019 perbandingan angka perceraian di Polda Aceh
mencapai angka 0.0007% dari keseluruhan perceraian yang terjadi di 23
Kabupaten/Kota se-Provinsi di Aceh pada tahun tersebut.

Dari penjelasan diatas perbandingan percerian yang terjadi di 23
Kabupaten/Kota se-Provinsi Aceh dengan perceraian di Polda Aceh yang
grafiknya bersifat dinamis tersebut dikatagorikan kedalam tingkatan perceraian
yang terbilang rendah. Dan dapat disimpulkan efektivitas sidang pra nikah

anggota Polri dalam meminimalisir cukup efektif.

B. Faktor yang mempengaruhi Efektifitas Sidang Pra Nikah Anggota Polri
di Polda Aceh dalam Meminimalisir Perceraian
Setiap anggota Polri yang akan melaksanakan pernikahan wajib
mengajukan surat permohonan izin nikah kepada Kepala Satuan Kerja
(Kasatker) dengan melampirkan persyaratan yang sudah ditentukan, setelah itu
anggota Polri bersama calon suami/istri akan mendapatkan pengarahan dari

Kasatker yang bersangkutan.
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Melalui tahapan sidang pra nikah ini para petugas BP4R (Badan
Pembantu Penasehat Pernikahan, Perceraian, dan Rujuk) diharapkan bagi
pasangan yang mengikuti siding yang akan menjadi calon anggota baru dari
keluarga besar Polri dapat lebih mengenal dan memahami situasi, kondisi tugas
dan tanggung jawab anggota Polri. Calon pendamping hidup anggota Polri dapat
lebih siap sehingga di masa depan diharapkan bisa mengatasi setiap konfik yang

mungkin timbul.

Akan tetapi apa yang terjadi dilapangan tidak sesuai dengan yang
diharapkan, dimana angka perceraian yang terjadi masih tinggi. Dalam hal ini
hasil penelitian yang dilakukan dapat menyimpulkan bahwa faktor yang
mempengaruhi efektifitas sidang pra nikah ini di bagi menjadi dua macam, yaitu

sebagai berikut:

a. Faktor eksternal
Yaitu situasi yang terjadi diakibatkan oleh keadaan tempat atau
lingkungan luar, dalam hal ini ada beberapa faktor-faktor tertentu yang
menyebabkan mendorong pasangan suami istri untuk melakukan perceraian

yaitu sebagi berikut:**
1. Adanya pihak ketiga

Dari hasil wawancara bahwa salah satu penyebab terjadinya perceraian
di Polda Aceh yaitu ikut campurnya keluarga besar baik dari pihak suami
maupun pihak istri kedalam perjalanan rumah tangga, yang menyebabkan salah
satu pihak risih baik suami maupun istri hingga berujung perceraian karena tidak
selamanya campur tangan orang tua membawa efek positif tetapi juga membawa

efek negatif bagi rumah tangga anaknya.

% Wawancara dengan Musniar BANUM Kasubbag ROHJASHOR(Rohani Jasmani
dan Kehormatan). Di POLDA ACEH pada tanggal 24 juni 2020.
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2. Pekerjaan

Dari hasil wawancara bahwa salah satu penyebab terjadinya perceraian
di Polda Aceh yaitu bahwa tugas-tugas yang berat menjadi tekanan tersendiri
yang dirasakan oleh anggota polri seperti penempatan tugas anggota polri
diluar daerah, yang jauh dari tempat tinggalnya dimana pendamping dari
anggota polri tidak mengikuti ketempat yang ditugaskannya, sehingga terjadinya
hubungan jarak jauh antara keduanya. Dalam hal ini dikarenakan penempatan
tugas yang terbilang lama sehingga terjadi kurangnya komunikasi antara kedua

belah pihak, yang menjadi salah satu penyebab terjadinya perceraian.

b. Faktor internal
Yaitu permasalahan keluarga timbul dari perilaku individu itu sendiri,
dalam hal ini ada beberapa faktor-faktor tertentu yang menyebabkan mendorong

pasangan suami istri untuk melakukan perceraian:®
1. Ekonomi

Dari hasil wawancara bahwa salah satu penyebab terjadinya perceraian
di Polda Aceh yaitu pengelolaan keuangan yang kurang bijak dilakukan oleh
istri atau suami, dengan mengikuti gaya hidup mewah yang tidak seimbang
dengan penghasilan yang didapat oleh suami, padahal jika dilihat dari
pendapatan perbulan bahwa penghasilanya jauh lebih baik dari pada penghasilan

dari pegawai biasanya.
2. Ketidakcocokan dengan pasangan

Dari hasil wawancara salah satu penyebab terjadinya perceraian di Polda

Aceh yaitu perbedaan pendapat antara suami dan istri yang tidak merasa nyaman

% Wawancara dengan Musniar BANUM Kasubbag ROHJASHOR(Rohani Jasmani
dan Kehormatan). Di POLDA ACEH pada tanggal 24 juni 2020.
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akan sesuatu hal yang berujung pada saling menyudutkan serta membuat salah
satu pihak yang menjadi paling bersalah, dan perbedaan gaya hidup antara
suami istri yang mengakibatkan kerisihan diantara salah satu pihak, seperti gaya
hidup suami yang kotor, atau gaya hidup istri yang terlalu mewah ini menjadi
salah satu penyebab terjadinya perceraian karena tidak siap menerima dan

memahami akan pasangan baik suami atau istri.

C. Tinjauan Hukum Islam tentang Sidang Pra Nikah Anggota Polri
Pernikahan merupakan hal penting yang yang menjadi salah satu tahapan
dalam kehidupan manusia. Disamping pernikahan sebagai sarana dalam
membentuk keluarga, penikahan juga merupakan fitrah manusia sebagai sarana
kebutuhan biologis. Islam memandang bahwa pernikahan merupakan sesuatu
yang luhur dan suci, yaitu bermakna ibadah kepada Allah SWT dan mengikuti
sunnah Rasulullah SWA dan dilaksanakan tanpa paksaan tetapi atas dasar
keikhlasan, tanggung jawab, dan mengikuti ketentuan-ketentuan hukum yang

berlaku.

Sebelum ketahapan pernikahan terdapat tahapan  perkenalan atau
Ta’aruf, yaitu perkenalan dan pendekatan yang menjadi langkah awal dalam
mengenalkan kedua belah pihak dan keluaraga. Selanjutnya memasuki tahapam
dimana kedua belah pihak mendaftar di KUA (Kantor Urusan Agama) untuk
mendaftarkan kehendak nikah dengan melengkapi persyaratan yang telah
ditetapkan. Dalam syarat tersebut di khususkan bagi anggota Polri harus
mempunyai surat izin nikah dari atasan, dimana harus mengikuti sidang pra
nikah untuk mendapatkan surat izin nikah terbut, selanjutnya pihak KUA baru

menentukan tanggal penikahan.

Pada hukum pernikahan Islam didalam persyaratan pernikahan tidak

menyebutkan bagi kedua belah pihak yang ingin menikah harus mengikuti
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persidangan pra nikah, bagaimana pandangan hukum islam dalam menilai
tentang persidangan pra nikah ini. Dalam hal ini penulis menggunakan metode
Istishlah sebagai metode ijtihad dalam menentukan pandangan islam tentang

sidang pra nikah.

Yang dimaksud dengan Istishlah atau biasa juga disebut sebagai al-

mashalih al-mursalat terdiri dari dua kata yaitu al-mashalih dan al-mursalat,

Z

kata al-mashalih berasal dari kata i — ekeai — ctn’ jamak dari iz yang

berartii sesuatu yang mendatangkan kebaikan.sedangkan kata al-mursalat

berasala dari kata kerja yang ditafsirkan dan menjadi isim maf’ul, yaitu :}-«jé -

Yy - Uy — (il jamak dari [} yang berarti diutus, dikirim atau

dipergunakan.®® Sedangkan menurut istilah yaitu suatu kemaslahatanyang tidak
disebut oleh syara’ dan tidak pula terdapat dalil yang menyuruh mengerjakan
dan meninggalkannnya, padahal kalau dikerjakan ia akan memberi kebaikan
atau kemaslahatan dalam masyarakat, misalnya mengadakan lembaga
pemasyarakatan dan mencetak uang sebagai alat pembayaran. Hal-hal ini
dilakukan oleh para sahabat karena memerhatikan kemaslahatan yang besar

untuk masyarakat.

Dalam pembahasan ini bahwa semua kemaslahatan yang telah
menjelmakan kedalam  hukum-hukum untuk mendukung realisasinya
kemaslahatan tersebut dan fungsinya sebagai illar hukum oleh ulama usul
disebut al-mashalat al-mu’tabarat, misalnya untuk menjamin hak hidup
manusia, syar’i (Allah dan Rasul-Nya) mensyariatkan hukum qishas bagi siapa

saja yang melakukan pembunuhan secara sengaja. Untuk menjamin hak milik

66 Chaerul Umam, dkk, Ushul Figih I, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2000), him. 135
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seseorang, syar’i menetapkan hukuman potong tangan bagi pencuri, begitu juga
untuk memelihara kehormatan dan keturunan, syar’i menetapkan hukuman had
bagi orang yang menuduh orang lain tanpa bukti berbuat zina atau bagi orang

yang melakukan zina itu sendiri.®’

Adapun kemaslahatan-kemaslahatan yang sangat diperlukan oleh
masyarat dan munculnya setelah selesainya wahyu diturunkan serta tidak ada
dalil yang memerintakan untuk dibuata atau tidak diperbuat, disebut al-mashalih
al-mursalat. Misalnya selain yang telah ditetapkan oleh pemerintah sebagai
bukti sahnya suatu perkawinan dalam sistem hukum formal dan mempunyai
akibat bahwa segala gugatan yang berhubungan dengan masalah perkawinan
tidak akan digubris oleh negara bila tidak dituntut oleh syariat untuk
mengadakannya, tapi karena megandung kemaslahatan yang sangat bermanfaat,
ia dilakukan oleh pemerintah untuk menghilangkan kesulitan masyarakat dalam
mengurus segala masalah persengketaan dan yang sejenisnya sehubungan

dengan perkawinan tersebut.”®

Begitu juga dengan sidang pra nikah anggota Polri yang telah ditetapkan
oleh Kepala Kepolisian Republik Indonesia sebagai persetujuan dan izin
pernikahan oleh instansi sebagai aturan yang wajib dijalankan sesuai dengan
undang-undang yang telah ditetapkan bagi seluruh anggota Polri. Dan
mempunyai akibatnya yaitu menghindari ketidaktahuan tanggung jawab sebagai
suami dan istri tentang kewajiaban dan fungsi dalam berkeluarga, dan untuk
menghindari adanya permasalahan keluarga yang memicu konflik, kekerasan
dalam rumah tangga dan perceraian. Sidang pra nikah ini juga memberikan
pandangan dan gambaran khususnya bagi calon istri dalam hal ini sebagai

anggota Bhayangkari bahwa suami yang akan dinikahinya adalah seorang

67 Alaidin Koto, Ilmu Figih dan Usul Figh, Revisi Cet VI (Jakarta: Rajawali Pers,
2016), hlm 102.
% Ibid., him. 103.
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anggota polri yang harus siap merelakan untuk ditinggalkan kapan saja dalam
waktu yang belum ditentukan baik setengah atau seluruh waktu untuk
kepentingan negara,. Karena megandung kemaslahatan yang sangat bermanfaat

dalam mempersiapkan keluarga yang sakinah bagi anggota Polri.

Dalam hal ini sidang pra anggota Polri dalam pandangan Agama Islam
boleh diadakan jika dilihat dari sudut pandang Istishlah atau al-mashalat al-

mu tabarat.



BAB EMPAT
PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari berbagai rumusan dan deskripsi serta paparan uang telah dilakukan oleh

penyusun mengenai efektifitas sidang pra nikah anggota Polri dalam

meminimalisir perceraian di Polda Aceh, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1.

Bahwa angka perceraian yang terjadi di Polda Aceh dalam lima tahun
terakhir bersifat dinamis, yaitu terjadinya peningkatan atau penurunan
angka perceraian di setiap tahunnya. Dan dikatagorikan kedalam
tingkatan perceraian yang terbilang sedang, dikarenakan adanya kenaikan
dan penurunan angka perceraian setiap tahunnya. Dan dapat disimpulkan
bahwa efektivitas sidang pra nikah anggota Polri dalam meminimalisir

cukup efektif.

Dalam hal ini hasil penelitian yang dilakukan dapat menyimpulkan bahwa
faktor yang mempengaruhi efektifitas sidang pra nikah ini di bagi
menjadi dua macam, yaitu faktor eksternal dan internal. Faktor ekternal
yaitu situasi yang terjadi diakibatkan oleh keadaan tempat atau
lingkungan luar, seperti ikut campur keluarga besar baik dari pihak
suami maupun pihak istri kedalam perjalanan rumah tangga anggota,
tugas-tugas berat menjadi tekanan tersendiri yang dirasakan oleh
anggota polri seperti penempatan tugas anggota polri diluar daerah.
Sedangkan faktor internal yaitu permasalahan keluarga timbul dari
perilaku individu itu sendiri seperti halnya kemampuan manajemen dalam
menjaga prilaku dan kesetiaan pada pasangan. Pengelolaan keuangan

yang kurang bijak dilakukan oleh istri atau suami, dengan mengikuti gaya
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hidup mewah yang tidak seimbang dengan penghasilan yang didapat

suami.

Sidang pra anggota Polri dalam pandangan Agama Islam boleh diadakan
jika dilihat dari sudut pandang Istishlah atau al-mashalat al-mu’tabarat.
Dikarenakan Sidang pra nikah ini juga memberikan pandangan dan
gambaran khususnya bagi calon istri dalam hal ini sebagai anggota
Bhayangkari bahwa suami yang akan dinikahinya adalah seorang anggota
polri yang harus siap merelakan untuk ditinggalkan kapan saja dalam
waktu yang belum ditentukan baik setengah atau seluruh waktu untuk
kepentingan negara. Karena megandung kemaslahatan yang sangat
bermanfaat dalam mempersiapkan keluarga yang sakinah bagi anggota

Polri.

B. Saran

Penelitian ini tentunya masih mengandung banyak kekurangan dalam hal

pelaksaannya, oleh karena itu penelitian ini akan memberikan saran-saran yang

bersifat teoritis untuk penelitian selanjutnya. Kemudian peneliti akan

memberikan saran yang bersifat praktis agar hasil yang diperoleh pada

penelitian ini dapat diterapkan.

1.

Hendaknya bagi anggota Polri untuk memilih pasangan yang se-Agama,
untuk mempermudah proses pengajuan surat izin kawin (SIK) serta
dengan pasangan tersebut dapat mewujudkan kehidupan keluarga yang

sakinah.

Bagi petugas BP4R (Badan Pembantu Penasihat Perkawinan Perceraian
dan Rujuk) hendaknya mensosialisasikan kembali materi-materi yang

pernah disosialisakan ketika pra sidang kepada pasangan Polri yang telah
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menikah agar dapat lebih memperkokoh pernikahan terlepas dari

rumitnya permasalahan yang dihadapi.

. Berguna bagi Lembaga Pemerintahan Polda Aceh, sebagai rujukan untuk
meningkatkan kualitas program sidang pra nikah dalam meminimalisir

perceraian.
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